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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan atas simpanannya yang tidak 

dijamin oleh LPS dapat dibagi menurut hubungan hukum bank dengan nasabah 

penyimpan, yaitu berdasrkan hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual: 

1) Hubungan kontraktual 

Perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata, yaitu simpanan 

yang tidak dijamin tetap menjadi hak nasabah dan merupakan kewajiban bank atas 

dasar perjanjian penyimpanan, jika bank tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimna yang diperjanjikan, maka bank telah melakukan tindakan wanprestasi, 

sehingga nasabah Penyimpan dapat menuntut bank berdasarkan ketentuan 

tersebut. 

2) Hubungan non Kontraktual 

(a) Simpanan nasabah yang melebihi nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar 

rupiah), perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf g 

Undang – undang LPS, yaitu akan mendapatkan pembayaran dari hasil 

pencairan aset bank dalam proses likuidasi dengan urutan ke enam. 

(b) Simpanan nasabah yang memenuhi ketentuan pasal 19 Undang – undang LPS, 

perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 20 Undang – undang LPS, yaitu 

dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau melakukan upaya hukum 

melalui pengadilan atas dasar perbuatan Melawan Hukum. 
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B. SARAN 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas 

simpanannya dirasa masih kurang melindungi hak – haknya karena proses yang 

dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, maka dari itu 

sebaiknya pemerintah membuat peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas 

keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan 

gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah 

bank dilikuidasi dan aset bank telah habis; 
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